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5.1 Keslmpulan

Berdasarkan hasil penelitian vang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
penerapan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah ( SISMINKADA) telah
mendukung interoperabilitas data duhm.wm arsip digital di lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Istisiewa TW Imteroperabilitas dota pada
SISMINKADA fercermin melalui sspek hukum, orgmisasiy semantik, dan teknis.
Dari aspek hukum, penerapan SISMINKADA didukung oleh regulasi yang jelas
sepagﬁ-duir pommﬁuﬂnﬁ&asi dan kearspaa WEHPEI: organisasi,
Sistem PemeRintahan Berbasis Elekironik (SPBE), meskipan masih tesdipat kendala
pada jaringan dan integrasi sistem. Dari aspek semantik, penggunaan standar
metadata dan klnsifikasi arsip yang seragam membantu menjuga kesesuaian' dan
lﬁgsmmni&dim;m:nngkut daerah. Sementara itu, dari aspek teknis, sistem telah
nmﬁl.rk pengelolasn arsip secam digital, namun belumsepemﬂmmhrmtegmm
dﬂuy&n upﬁihm Jain dan el memiliki Application Progmmming Interface (API)
seb&milamghm antar sistem.

Péncrupan inicropecabilitus, daia pada SISMIHKMA juga memberikan
kontribusi terhadap pe ing catan birokrasi yang profesional dan adaptif melalui
empat |ﬂdﬂﬁtmm w aparatur, responsivitas terhadap perubahan,
komitmen lerhndnp reformasi birokrasi, serta kualitas pelayanan administrasi. Hal ini
sejalon  dengan  Teorl Eqﬁmﬂ ‘Ba‘t*tmd m S&da.rma],'a.utl dan Teon
Profesionalisme Apamtur dari Max Weber serta Sundung P. Siagian yang

menjelaskan bahwa birokrasi modemn harus mampu menyesuaikan dini terhadap
perkembangan teknolog, perubahan lingkungan organisasi. serta tuntutan pelayanan
publik yang semakin dinamis. Menurut Sedarmayanti (2007), reformasi birokrasi
bertujuan menciptakan tata kelola pemerntahan vang efektif. efisien, transpamn, dan
skuntabel melalu pengustan sumber daya manusia, sistem administrasi, serta
pemanfastan teknologi informasi dalam pelayaman publik. Sementara itu, Max
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Weber menjelaskan bahwa birokrasi modem harus dijalankan secarn rasional
berdasarkan kompetensi, aturan, pembagion tugas yang jelas, dan profesionalisme
aparatur agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Selain itu, Sondang P.
Siagian menjelaskan bahwa profesionalisme aparatur meropakan  kemampuan
pegawai dalam melaksanakan tugas secara efektif berdasarkan pengeiahuan,
keterampilan, disiplin, langgung jawab, serta etiks kerja. Dari aspek kompetensi
aparatur, penerapan sistem digital mampumenmgkatkan kemampuan aparatur dalam
menggunakan Ickndng’.infurmaat, Whhﬁim'p digital, serta mendorong
aparatur bekerja lebih sistematis, teliti, dan profesional. Apamtur dituntut mampu
meugnpemliﬁlli sistem, memahami klasifikas arsip digital. dan menyesuaikan diri

terhadiap perkembangan sistem adminisirasi digital. Kondistfni senunjukkan bahwa
interoperabilitas data pada SISMINKADA mmﬁﬁqpﬂiﬂgﬁﬁn kompetensi dan
profesionalisme aparatur sebagaimana dijelaskan dilhm‘. teari ;ﬂnhmmﬂlsme
aparatur. Dari aspek responsivitas ferhadap perubahan, inferope data
membantu’ birokrasi beradapiasi terhadap perkembangan tekJ'l.uJu_:_u dm.iuhﬂhhnn
pelayanan administrasi yang semakin dinamis melalui integrasi data dnn'mwamn
pertukaran mformasi anter perangkal  doerah.  Pemanfaatan SISMINKADA
menunjukkan adanya perubahan pola kerja birokrasi dari sistem manuml menuju
sistem digital yang lebih responsif terhadsp kebutuhin organisssi maupun
masynrakat, Huljm_&qnlan i:hngm leun' refunrmi.-'himkrné v:mg.menrkankan
pentingaya kemampuss:

i

teknologs informosi dan pﬂﬂnl:hn Hﬂgkungln aynulﬁ. D..m aspek komitmen
terhadap reformasi birokrasi, pencrapan SISMINKADA menjadi bagian dari

implementasi SPBE yang m W m kelola pemerintahan yang
efektif, transparan, dan nkumabel melalui dig!mllsa.m ‘administrasi pemerintahan.

Integrasi data melalui interoperabilitas juga memperkuat koordinasi antar peranghat

daerah serta meningkatkan  efisiensi  kerjo  birokrasi. Dengan  demikian,
interoperabilitas data menjadi salah satu bentuk nyata transformasi birokrasi memaju
pemerintahan digital. Sementara ito. dari aspek kualitas pelavanan administmsi,
interoperabilitas data membantu meningkatkan efektivitas pelayanan melalu
pengelolaan surat dan arsip secara elektronik yang lebih cepal, tepat, mudah diakses,
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serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan adanya
sistem vang lerintegrasi. proses administrasi pemenntahan dapat berjalan lehih
efektif dan efisten dibandingkan sistem manual sebelumnyn.

Meskipun demikian. masih terdspat beberapa kendala dalam penerapan
interoperabilitas data pada SISMINKADA, seperti keterbatasan jaringan internet.
belum terintegrasinya sistem dengan aplikasi lain, belum tersedianya AP, polensi
human error dalam pengelolaan arsip digital, serta risiko gangguan sistem. Oleh
karena itu, diperlukan mmm-ﬁm yang lebil terintegrasi, peningkatan
infrastruktur _tekniologi, penguatan koordinesi anter petangkat daerah, serta
pEMREMfWH]ﬁ.w. .dnj:l manusis agar m.ll.'rw&:l'ims data pada
SISMINKADA dapat begalan lebih optimal dalim mendukung transformasi
birokras Hi_gilal di Pemenntah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang tefah dilakukon, maka samnjmg.dqm
diberikan adalah scbagai berikut:

L. Peninglatan Infrastruktur Teknologl. Perlu dilakuksn, peningkatan kualitas
fufrastraktur teknologi, khususnya jaringan infemet, agar akses'terhadap
SISMINKADA dapat berjalan lebih stabil dan optimal. Selxin itu, diperiukan
pmdﬂmnmﬁmm hﬂn seria ;mnydmmnﬂngan untuk

2 P‘w [maynﬁ Sﬁtﬂ'ﬂg SISMI’[\K‘ADA pnlu dikembangkan agar
dapat terinlegrasi dengan aplikasi J.am;'a.ag ligunakan oleh perangkat daerah.
Pengembangan APl alan sistem penghubung sntar aplikasi menjadi langkah
penting untuk mewujudkan interoperabilitas data yang optimal dan

mengurangi proses pertukaran data secom mamunl,

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Diperlukan pelatihan dan
bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi aparatur dalsm penggunaan sistem
kearsipan digital. Pelatihan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, letapi juga
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pengelolann data guna meminimalkan kesalahan (human error).

. Penguatan Keamanan dan Kesndalan Sistem. Perlu dilakukan peningkatan
sistem keamanan data, termasuk penguatan mekanisme backup, perlindungan
terhadap serangan siber, seria monitoring sistem secara berkala untuk menjaga
keandalan dan mencegah potensi gangguan atau kehilangan data.
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